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• I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN S\AU TAGULANDANG BIARO, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan 

bertanogungjawab dipandang perlu melakukan penyertaan modal 

Pemerintah Daerah ke dalam modal perseroan tertiatas Bank � (PT. 

Bank Sulut) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sel'*'lgga 

membawa manfaat bagi masyarakat; 

b. bahwa peoyertaan modal yang dimaksud pada huruf a juga dapal 

meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Sulut yang 
akan meningkat.kan pelayanan PT. Bank &.dut tertiadap masyatakat Siau 

Tagulandang Biaro sehingga mendorong pefflmbuhan dan 

perltembangan petekonomian di Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro; 

c. bahwa Passi 173 dan Pasal 17-4 Undang-+Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 75 Perab.Jran Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peogelolaan Keuangan Daerah 

membolehkan penyertaan modal pada suatu Sadan Us.aha mllik 

pemerintah dan/alau milik swasta; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, p&™,I menetepkan Peraturan Daerah lentallg 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Pef'Nt'Oan 

T erbatas Bank Sulut; 
1. Undang---llndang Nomol' 7 Tahun 1992 tentang Pefbankm'I (l8ll'Daran 

Negara RepubUlk Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lerrbnn 

Mengingat 



., 
I 

Negara Republik Indonesia Nomor 3472). sebagaimana lelah diubah 

dengan Undang·Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahaan Alas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pertiankan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara RepubHk Indonesia Nomor 3790): 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1999 NonlOr 66, Tambahan 

lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtM Undang 

Undang Nomor 23 Tahon 1999 lentang Bank Indonesia menjadi Undang 
Undallg (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2009 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4962); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bfmih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

5. Undang-Undang NOITIOf 1 Tahuo 2004 teotang Perbendaharaan Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6.- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelo!aan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesla Nomor -1400); 

7. Undang-Undang Nomo( 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional {lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 
2004 Nomor 104, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun .2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaan Negara Nomor 4-137) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 teotang Peoetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hornor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Hornor 32 Tahun 200-1 tentang 



Pemerintahan Oaerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 NomOf' 108, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomof ,i5'18); yang telah diubah dengan Undang 

Undang Hornor 12 Tahun 2008 lentang Pemefinlahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tal,un 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undano Nomor 33 Tahun 200,i tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

RepubHk Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 teotang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsl Sulawesi Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 17, Tambahan Lernbaran 

Negara Republtk Indonesia Nomor ,i691); 

11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tenlang Penanaman Modal 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4576); 

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Repubhlt Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub�k Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576), sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Oaerah (lembaran 

Negara Repoblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesla NomOf 5155); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoc- 

4578); 
17. Perllluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansl Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesla Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins! Clan 

Pemerintahan Oaerah KabupatenJKota (Lembaran Negara Republik 

lndooesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Hornor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2008 tenlang lnvestasi Pem&rintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

22. Peraturan Pemerlntah Hornor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Peny\Jsunan Peraturan Dewan Perwak�an Rakyat Oaerah tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ1k 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5104); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Repub�k Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123; Tambahan Lembaran Negara Repub6k lndonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Menteri OalarTI Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P(!doman 

Pengek)laan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan 
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BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BtARO 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN 

KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 

daa 

BAB I 
KETENTVAN UMUM 

Paul 1 

Oalam Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro. 

2. Pemerintah Daerah adalati Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang se1anjutnya dapat disingkat OPRO adalah Dewan 

Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Keputauan Siau Tagulandang B!ero. 

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

5. Peraturan Oaerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagu1andang 
Biaro. 

6. Peraturan Bupatl ada1ah Peraturan Bupali Kepulauan Slau Tagulandang Blaro. 

BASii 
MAKSUO DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL 

7. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat 
din�ai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesln, lnventaris, surat-surat 

berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya. 

8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah menyertakan modal daerah kedalam modal 

Perseroan Terbatas Bank Su!ut, termasuk juga penambahan dan pengurangan terhadap 

modat daerah yang disertakan lersebul 

9. Perseroan Tert>atas Bank Sutut yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sulut, Perseroan 

Terbatas Bank Sulul yang kantor pusatnya bel1<edudukan di Jalan Samratulangi Nomor 9 
Kota Manado. 

10. Anggaran Pendapalan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapulauan Siau Tagulandang 

Biaro. 

11. lnvestasi Pemerintah Daerah adalah penempatanlpenyertaan sejumlah dana dan atau 

barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk lnveslasf pembelian surat 

betharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilal pokok ditambah 

dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya sejumlah tertentu dan dalam 

jangka waktu tertentu: 

12. Surat Berharga adalah saham dan alau surat utang yang ditertillkan oleh PT. Bank Sulut; 

13. Perjan�an kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan lnfrastruktur 

dan non lnfrastruktur antara menteri teknislpimpinan lembaga/kepala daerah dengan 

badan usaha. 

14. Hibah adatah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak etas sesuatu kepada 

orang dan atau badan hukum lalnnya; 

15. Oeviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Sulut, yang dibagikan kepada para 

pemegang saham secara proporsional berdasartl:an besarnya saham yang dimiliki. 

16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran pembangunan daerah. 

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapa! Umum 

Pemegang Saham PT. Bank Su1ut. 

Pasall 
Pemerintah Oaerah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank 

Sulut dimaksudkan untuk pengembangan akses pelayanan pemblayaan bagl kegiatan usaha 

masyarakat dan kesempatan ketja dalam meningkatkan pertumbuhan ek.onoml serta 

memajukan kesejahteraan umum. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN OAERAH TENTANG PENYERTMN MODAL PEMER1NTAH 

DAERAH KE DAL.AM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT 

Menetapkan 

Peraturan Menteri Oa1am Negeri Noma< 59 Tahun 2007, dan telah diubah 

deogan P8fllturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahlm 2011 tentang 

Perubahan Kedua Alas Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 lentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Keuangan Oaerah; 

25. P8f'llturan Oaerah Kabupaten Keputauan Slau Tagulandang Biaro Nomor 

1 Tahun 2011 tentang lnvestasl Pemerlntah Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Siau Tag�landang Biaro Tahun 2011 Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Pokok.pok.ok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 

2011 Nomor4). 
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Pasal 3 

(1) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut adalah; 

a. untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat \ainnya sejumlah tertenlu 

da\am Jangka waktu tertentu bagi daerah; 

b. untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah; 

c. untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan 

ekonoml nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan daerah; 

d. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank; 

dan/atau 
e. untuk meningkatkan kemampuan dan Heksibilitas Bank dalam rangka turut membantu 

dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan 

daearah; 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan pnnsip 

prinslp ekonomi perusahaaan. 

BAB Ill 

TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL 

Pasa14 

Nilai penyertaan modal untuk tahap pertama 100 (seratus) Lembar Saham dengan nilai Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasa1 dari hibahlpengalihan saham Pemerintah 

Kabupaten Sangihe kepada Pemerintah Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

Pasal 5 

(1) Guna menambah nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemerintah 

Oaer'ah menyertakan tambahan modal kedalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut 

sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah): 

(2) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap yang diletapkan datam Peraluran Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Oaerah aetiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah: 

(3) Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk tahap pertama 

dianggarkan pacfa Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu M1lyar Rupiah) dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Oaerah Tahun 2011; 

(4) Penyertaan modal aebagaimana dimaksud datam ayal (1) berasa� dari kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

BABIV 

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal6 

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pa$81 5, Bupati memproses pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam 

modal Perseroan Telbatas Bank Sulut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal7 

Oalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal, Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang 

untuk melaksanakan perjanjian kerjasama. 
BABV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Baglan Kesatu 

Hak dan Kewajiban Pemerintah Oaerah 

Pasa18 

Hak Pemerintah Daerah adalah : 

a. Menerima pembagian devlden; 
b. Menerima pembagian lainnya sesuai dengan kelentuan RUPS PT. Bank Sutut; 

c. Hak suara dalam RUPS PT. Bank Sulul; 
d. Hak lainnya menurut peraluran perundang-undangan danlatau perjanjian. 

Pasal 9 

Kewajiban Pemerintah Oaerah adalah : 
a. Menganggarkan tambahan penyertaan modal kedalam modal PT. Bank Sulut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 
b. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

Baglan Kedua 

Hak dan K-•Jiban Perseroan Terbatas Bank Sulut 

Pasal 10 

Hak Perseroan Telbatas Bank Sulut adalah befdasarkan perjanjian. 



Paul 11 

Kewajiban Persercan Terbatas Bank Sulut adi!llah: 

a. Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 
b. Membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran 

dan/atau setelah dilaksanakan RUPS tentang perkembangan penyertaan modal; 

c. Membayar dan menyetor deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Umum 

Oaerah sebagai pendapatan asli Daerah; 

d. Pembagian lalnnya sebagaimana dimaksud pada Pasal B huruf b merupakan pendapatan 

daerah. 

BABVI 

PEM81NAAN DAN PENGAWASAN 

I· 

t • 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Paul1-4 

Ketentu.an mengenai tata cara penyaluran dana, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, 
serta pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Oaerah ini, diatur dan ditelapkan lebih lanjut dellgan Peraturan Bupati 

Pasal15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tallQgal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan dengan penempatannya 
datam Lembaran Oaerah, Kabupaten Kepu1auan Siau Tagulandang Biaro. 
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Paul 12 
(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pe!aksanaan penyertaan modal; 

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh 

Sekretaris Oaerah sebagai Koordinator nm Anggaran Pemerintah Daerah, Asisten 

Sekretaris Oaerah bidang administrasi umum dan Staf Ahli bidang keuangan sebagai 

pelaksana Teknis Pembinaan; 

(3)Pelaksana Teknis pembinaan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 

(4)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugasnya kepada Bupati setiap satu (1) tahun seka!i dan tembusannya kepada OPRO. 

Pasal 13 

(1) Bupali melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal: 

(2) Oalam melakukan pengawasan aebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupali dibanlu oleh 

Sekretaris Oaerah dan lnspektoral Oaerah sebagai petaksana te+mis pengawasan; 

(J)Apabita dlanggap per1u, Bupati dapal membentuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana 

teknis pengawasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah dengan persetujuan 
OPRO dan ditetapkan dengan Keputusan Bupali; 

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugasnya kepada Bupati seliap 1 (satu) tahun sekali dan tembusannya 

kepada OPRO; 

(5) Bupati menyampaikan laporan hasn Penyertaan Modal P�rintah Oaerah pada 

Pe�roan Terbatas Bank Suk.rt kepada Gubemur Provinsl Sulawesi Utara melalui 

evaluasl APBO dalam tahun yang berkenaan. 
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